
 

 

 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.500, 2019 KEJAKSAAN. Tim Koordinasi Pengawasan Aliran 

Kepercayaan. Aliran Keagamaan. Masyarakat. 
Perubahan 

 

PERATURAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS  PERATURAN JAKSA AGUNG  

NOMOR  PER-019/A/JA/09/2015 TENTANG TIM KOORDINASI  

PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN  

DAN ALIRAN KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT   

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut serta menjaga ketertiban 

umum, Kejaksaan Republik Indonesia melakukan 

pengawasan secara intensif, persuasif, edukatif, dan 

koordinatif terhadap semakin berkembangnya kehidupan 

beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa; 

b.  bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan tata 

kerja Kejaksaan termasuk bidang intelijen sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-

006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kejaksaan Republik Indonesia, sehingga perlu mengubah 

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 

tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan 

dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat; 

www.peraturan.go.id



2019, No. 500 

 

-2- 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Kejaksaan tentang Perubahan atas Peraturan 

Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 tentang 

Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan 

Aliran Keagamaan dalam Masyarakat; 

 

Mengingat :  1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang 

Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401); 

2.  Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan 

Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65); 

3.  Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-019/A/JA/09/2015 

tentang Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan 

dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1414); 

4.  Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik 

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 1069);  

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN KEJAKSAAN TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR PER-

019/A/JA/09/2015 TENTANG TIM KOORDINASI 

PENGAWASAN ALIRAN KEPERCAYAAN DAN ALIRAN 

KEAGAMAAN DALAM MASYARAKAT. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 

PER-019/A/JA/09/2015 tentang Tim Koordinasi Pengawasan 
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Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1414) 

diubah sebagai berikut : 

 

1. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 5  

(1) Susunan dan Keanggotaan Tim Koordinasi 

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran 

Keagamaan Dalam Masyarakat terdiri atas: 

a. Ketua merangkap Anggota dari Kejaksaan 

Republik Indonesia; 

b. Wakil Ketua merangkap Anggota dari Kejaksaan 

Republik Indonesia; 

c. Sekretaris merangkap Anggota dari Kejaksaan 

Republik Indonesia; 

d. Anggota yang terdiri dari perwakilan instansi 

pemerintah yang lingkup tugas/wewenangnya 

mencakup pengawasan masalah aliran 

kepercayaan dan aliran keagamaan dalam 

masyarakat. 

(2) Susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi 

Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Aliran 

Keagamaan Dalam Masyarakat tingkat Pusat terdiri 

atas: 

a. Ketua merangkap Anggota yaitu Jaksa Agung 

RI; 

b. Wakil Ketua merangkap Anggota yaitu Jaksa 

Agung Muda Intelijen; 

c. Sekretaris I merangkap Anggota yaitu Direktur 

B pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen; 

d. Sekretaris II merangkap Anggota yaitu Kepala 

Subdirektorat Pengawasan Aliran Kepercayaan 

Masyarakat dan Keagamaan serta Pencegahan 

Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; 

dan  
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